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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam putusan 

Mahkamah Agung No. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY dalam perkara Penjualan Aset 

Daerah Jawa Timur  yang dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT. 

Panca Wira Usaha dan menganalisis pertanggung jawaban pidana direksi dalam kasus 

tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian 

hukum yang tidak dilakukan secara langsung atau memasuki wilayah hukum guna 

untuk mengumpulkan data akan tetapi melakukan dengan cara meneliti bahan sekunder 

dan bahan primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. 

Dan teknik analisis data dengan menggunakan metode deduksi, metode tersebut 

merupakan penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh yang khusus 

dari hal yang umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kaitan antara doktrin 

Business Judgement Rule dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu doktrin Business 

Judgement Rule dapat digunakan sebagai alasan pembenar dalam pertanggungjawaban 

pidana direksi apabila dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang diambil telah 

memperhatikan prinsip – prinsip Busines Judgement Rule, serta dalam putusan 

Mahkamah Agung No. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY atas perkara Penjualan Aset 

Daerah Jawa Timur  yang dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT. 

Panca Wira Usaha telah memperhatikan prinsip - prinsip Business Judgment Rule. 

Kata Kunci : Business Judgement Rule, Direksi, Korupsi, BUMN 
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ABSTRACT 

 

This study examines the application of the Business Judgment Rule Doctrine in the 

Supreme Court's decision no. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY in the case of the sale of 

regional assets in East Java conducted by Dahlan Iskan as the President Director of 

PT. Panca Wira Usaha and analyze the criminal responsibility of the directors in this 

case. This research is a normative juridical law research where legal research is not 

carried out directly or enters the legal area in order to collect data but is carried out 

by researching secondary and primary materials. Data collection techniques using 

literature study. And the data analysis technique is using the deduction method, the 

method is drawing conclusions from general situations, obtaining special things from 

general things. Based on the results of research and discussion of the problems in this 

study, it can be concluded that the relationship between the Business Judgment Rule 

doctrine and the Corruption Crime, namely the Business Judgment Rule doctrine can 

be used as a justification for the directors' criminal liability if they can prove that the 

business decisions taken have taken into account the principles - Principles of Business 

Judgment Rule as well as in the decision of the Supreme Court No. 49/Pid.Sus-

TPK/2017/PT SBY for the case of the sale of regional assets in East Java conducted by 

Dahlan Iskan as the President Director of PT. Panca Wira Usaha has taken into 

account the principles of the Business Judgment Rule. 

 

Keywords : Business Judgment Rule, Directors, Corruption, BUMN 

 

 

 

 

 

 

mailto:aamamelia630@gmail.com

